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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

1. Bahwa dalam hukum positif Indonesia baik KUHP, Undang - undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan , Undang - Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktek Dokter Pasca putusan Mahkamah konstitusi 

tidak diatur secara khusus atau tidak dikenal adanya istilah malpractice 

medic.Sanksi terhadap korporasi diatur di dalam Pasal 80 Undang–Undang 

Praktik Kedokteran namun sanksi tersebut hanya terbatas pada pelanggaran 

surat Izin Praktik yang dilakukan oleh dokter; 

2. Malpraktek bisa terjadi karena beberapa faktor berikut ini yaitu, minimnya 

pengalaman tenaga medis, kesalahan diagnosis, dokter palsu (dokter yang 

kurang mumpuni) dan juga karna factor ketidak sengajaan. Dan berikut 

penjelasannya 

a. Minimnya pengalaman tenaga medis menyebabkan peluang terjadinya 

kesalahan tindakan medis (malpraktek ) saat memberikan tindakan 

kepada pasien sperti contohnya, kesalahan pemberian obat, kesalahan 

prosedur/tindakan yang semestinya harus dilakukan. 

b. Kesalaan diagnosis dapat berakibat fatal bagi pasien, akibatnya bisa 

bermacam-macam, seperti terjadinya kelumpuhan, kerusakan organ 

dalam, dan juga dapat berakibat fatal yang berujung dengan kematian. 

c. Dokter aspal (asali tapi palsu/dokter yang kurang mumpuni), di zaman 

seperti ini banyak sekali orang yang memanfaatkan uangnnya untuk 
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masuk dalam sekolah kedokteran di universitas. Tak sedikit dari mereka 

mempunyai gelar dokter tapi kurang menguasai ilmu kedokteran, 

sedangkan untuk menjadi seorang dokter harus mempunyai kecerdasan 

yang benar-benar mumpuni agar menjadi dokter yang sesungguhnya 

dan segala tindakan medisnya bisa dipertanggungjawabkan. 

d. Faktor ketidaksengjaan, faktor ini bisa terjadi karena kelalaian dari 

petugas medis, atau mungkin ketidak telitian petugas medis saat 

menangani pasien. 

B. SARAN 

1.  Sebaiknya di dalam Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 

Praktik Kedokteran dijelaskan mengenai malpraktik kedokteran sehingga 

masyarakat umum, dokter, dan dunia kesehatan menjadi paham apa 

sesungguhnya malpraktik kedokteran dan mengetahui batasan – batasan 

mengenai tindak pidana malpraktik kedokteran ini . 

2.  Hukum Pidana merupakan Ultimum Remedium artinya hukum pidana 

sebaiknya digunakan sebagai obat terakhir atau langkah terakhir apabila 

cara – cara penyelesaian yang lain tidak dapat menemui kesepakatan atau 

jalan keluar. Perlu dirumuskan tindak pidana yang dapat memberikan 

kenyamanan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam hal ini 

dokter dan pasien sehingga Dokter merasa nyaman di dalam menjalankan 

tugasnya sebagai dokter tanpa adanya rasa takut yang berlebihan dan di 

pihak pasien dapat memberikan perlindungan hukum apabila terjadi hal – 

hal yang menyimpang atau menimbulkan akibat tertentu yang merugikan 
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pasien atau korban, Ini semua diperlukan demi terciptanya kepastian 

hukum bagi kedua belah pihak. 
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